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TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN EATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALL NAGART BATANC ARAIT TAPAN,

balhwa  Anggaran Pendaparan dan Belanja Nagari
schagan  wujud dari pengelalaan keuangan Nagari
dilaksanakan secara terbuka dan bertangpungjawab
untule  sebesar-besamya  kemakmuran masyarakat
1AL

bahwa Perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanja
MNagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan
Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Magari Tahun Anggaran 2022 yang disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Nagarl berdasarkan Prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
borwawasan lingkungan, dan kemandirian schingga
menciptalkkan  landasan  luat  dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyaralat
adil, malmur dan sejahtera;

balwa  berdasarksn  pertimbangan  sebagaimaona
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Wagari Tentang Perubahan Anggaran
Pendapalan dan Belanja Nagari Tabun Anggaran 2022:

Undang — Tndang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembetitukan Daerah Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi  Sumatera Tengah
(Lermmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) jis Undang-Undang Dri, Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
193% Nomor 77} jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1958 (Lembaran Negara Repullik Indonesia Tzhun
1958 MNomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembar Negars
Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara
Mormor 3952);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggarnan Negara vang Bersih dan Bebas dan



:';I

10.

11,

12.

Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara, Fepublik Indonesia Nomor 3851) schagaimana
tefah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubshan Kedua atas Undang-Undang
Momor 30 Tabun 2002 tenizmg Komisi Pemberantasan
Tmdal Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PMerimbangan Keuangan Antara Pamerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
Undang-Undang Nomors 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerall dan  Retribus: Daerak  [Lembaran  Nepara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Republilke Indonesia Nomor 6 Txhun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 5495):
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penelapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-
Undang MNomor 1 Tahun 2020 rentang Kebijakan
Keuangan kMegara dan Stabilitasi Sistem Keuan pan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseaso
2018 {COVID-1%9) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman vang Membahayalkan Perekonomian Nasional
dan/arau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 MNeomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Tndonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempatl Kedudukan
Pemerintah Dacrah Kabupaten Panarikan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Momor
2984);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang
lNana Penmbangan (Lembaran Negara Repuiblik
Indoresia Tahun 2005 Neomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pemnbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Noemor 165, Tmmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Nommor 8 Tahun 2006 tentang



13.

14.

17,

18

149,

200,

21,

Pelaporan Heuangan dan Kinerja instansi Pemerintah
[Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Tndang Nomar
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nepara
Republik Tndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lermbaran MNegara Republik Indonesia Nomor 3539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

tenitang Perubahan Kedusa atas Peraturan Pernerintah
Nomor 43 Tahun 2014 lentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Toembahen Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 55349);

Peraluran Pemerintah Nomor 60 Taghun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan  Delarja Negara (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomar 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pervbahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
B0 Tahun 20704 tentang Dana Desa vanp bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahsan Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Nomor S864);

2. Peraiuran Presiden Republik Thdonesia Nomor 104

Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
RBelanja Negara Tahun Anggaran 2022  [Lembaran
Negars Foepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pedoman Pombangunan Desa [Berita
Negara Eepubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2(]94];
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Dadan Permusaywaratan Desa {Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
teniang Pengelolasn Keuangan Desa (Berita Nepara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Pergturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 201% tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembansgunan Daerzh
Tertingsal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Permbangunan
Desa dan Pemberdayasn Masyarakat Desa (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
FPeraturan Menteri Desa, Pembanguhan Daerah



Menetaplkan

22,

23.

48,

29

30,

31

Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomaor
7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pengeunaan Dana Desa
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Namor 96 1);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Tndonesia Nomor
150/ PME.O7/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
[Berita Nepara Republik Tndonesia Tahun 2021 Nomar
1424):

Peraturan Bupat Pegisir Selatan Normor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Peranghat Nagari scrta Tunjasgan Kehormatan Badan

Permusyvawaratan Nagari;

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 136 Tahus

2021  tentang Pedoman Penyusunan Angparan
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

. Peraturan Bupati Pesisir Belaton Nomsr 15% Tahun

2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun
Angparan 2022;

. Peraturan Bupaii Pesisir Selatan MNomor 191 Tahun

2041 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi
Magil Pajak dan Relrbus=i Dasrsh setiap MNagari yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeralh Kabupalen Pesisir Selatan Tahun Angsaran
2022;

. Surat Bupat Pesisir Selatan Nomor

140/ 519 DFMNPPKE- PS /2022 tentang Pengendalian
Inflasi Daerah di Tinglat Nagad, Tangeal 2 September
2022

Surat Bupat Pesisir Selatan Nomor
140/611/DPMDPPKR-PS/2022 Tentang Penggunaan
Rana Desa pada Perubahan APBNag TA. 2022, Tanggal
26 Dosember 2023

Surat Seloetaria Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 140/634/DPMDEFP-PS/2022 tentang Tahapan
dan Jadwal Proses Penvusunsn Peraturan Magari
tentang Perubahan APE Nagari 2022;

Peraturan Nagari Batang Argh Tapan Nomor 01 Tahun
2017  tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Napgard Tahun 2016 - 2022:

Peraturan Nagari Batang Arah Tapan Nomor 06 Tahun
2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun
S0

Nengan Kesepalatan Bersams

BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN

NAGAR] BATANG ARAH TATAN
sy

WALI NAGAR]L BATANG ARAH TAPAN

MEMUTUSKAN ;

PERATURAN NAGART TENTANG PERUBAHAN ANGOARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BATANG ARAH
TAPAN TAHUN ANGGARAN 2022,
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